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ABSTRACT

Doctors are one of the main components of healtle gaoviders to the public
who are allowed to perform medical actions. Oneltheaorker who contributes to the
improvement of health status is a nurse, who hagdd duty to provide nursing care
and has no authority to perform medical actiongept in an emergency and there is a
transfer from the doctor. In order to protect thetylof the nurse in performing medical
acts, it is necessary to have the delegation dfi@ity in writing as regulated in Law
Number 29 Year 2004 concerning Medical Practiceywdumber 38 Year 2014 on
Nursing and its implementation regulation is redathin Article 15 of Decree of the
Minister of Health Number 1239 of 2001 RegardingiBteation and Nurse Practice
and Regulation of the Minister of Health No. 205RIénkes / Per / X / 2011 About
Practice License and Implementation of Medical Rz

This paper aims to analyze and explain in detad tlegal Protection Against
Nurses in Conducting Medical Measures as well as Doctor's Delegation of
Authority Mechanisms to Nurses in Medical MeasuBs.using normative juridical
research methods, the results of this paper areeeed to contribute thoughts to
Doctors and Nurses to increase knowledge aboulaweand can provide a detailed
explanation regarding the application of roles afuhctions of the boundaries of the
authority of health personnel concerned in accoawith applicable provisions.

Keywords : Nurse's Legal Protection, Delegation Bioctor's Authority to Nurse,
Medical Action.
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Salah satu faktor penting dalam penyelenggaraaayaean kesehatan adalah
tersedianya sumber daya dibidang kesehatan yang adn berkualitas yang meliputi
dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan fadarasilat kesehatan serta fasilitas
pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkrk menyelenggarakan upaya
kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, peméradarah, dan/atau masyarakat.

Adapun sasaran dalam pengaturan tenaga kesehatagkankan pada aspek
syarat keahlian dan syarat kewenangan. Dokter ldsdéah satu komponen utama
pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dipegkenankan melakukan
tindakan medik. “Salah satu tenaga kesehatan yarkpiitribusi terhadap peningkatan
derajat kesehatan adalah perawat, yang mempunyas sebatas memberikan asuhan
keperawatan dan tidak mempunyai kewenangan melaktikdakan medik kecuali
dalam keadaan darurat dan ada pelimpahan darirddkfeemerintah mengakui secara
faktual bahwa rangkaian tindakan kedokteran tidgkeauhnya dapat ditangani oleh
dokter, akan tetapi harus melibatkan tenaga keseHain yang dalam hal ini tenaga
perawat.?

Pelayanan kesehatan dasar di beberapa pusat palay@sehatan seperti
Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas PemMdantigin-lain, tidak sepenuhnya
dapat dilaksanakan oleh dokter, sehingga banyakyaean/tindakan medik yang
merupakan kewenangan dokter dikerjakan oleh perabahbkan kenyataan yang
diketahui bahwasannya pelaksanaan tindakan medikthh sakitpun yang merupakan
pelayanan lanjutan terdapat beberapa kewenangansgrarusnya menjadi tanggung
jawab dan tugas dokter tetapi di kerjakan olehpata

Menyikapi hal tersebut bidang kesehatan tentunyia pigatur oleh hukum, sebab
pembangunan kesehatan ditentukan oleh 3 faktou,yaérlunya perawatan kesehatan
diatur dengan langkah-langkah tindakan konkrit gdemerintah; perlunya pengaturan
hukum dilingkungan sistem perawatan kesehatanumgal kejelasan yang membatasi
antara perawatan kesehatan dan tindakan medistterte

Secara yuridis perawat sebenarnya tidak mempunyawelkangan untuk
melaksanakan tindakan medik, kecuali telah memelerpélimpahan kewenangan dari
dokter secara tertulis untuk melaksanakan tugasstygng menjadi kewenangan dokter
yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perunddaggan. Namun demikian
petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan, seméoh format pelimpahan yang
dimaksud tersebut tidak ada. Sehingga mekanismeakgmeiaan pelimpahan
kewenangan dokter kepada perawat tersebut samgianséidak jelas, dan tidak dapat
dipertanggung jawabkan legalitasnya.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran
meyebutkan bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupak&ndari
berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upayadteseharus dilakukan oleh dokter
atau dokter gigi yang memiliki etik dan moral yamgggi, keahlian dan kewenangan
yang secara terus menerus harus ditingkatkan matunglalui pendidikan dan
pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registraseinsi, serta pembinaan, pengawasan, dan

"Ta'adi,Hukum Kesehatan Pengantar Menuju Perawat Profesidtenerbit Buku Kedokteran
EGC, Jakarta. 2009

’Djaelani,Pelimpahan Kewenangan Dalam Praktik Kedokteran Kegaerawat, Bidan Secara
Tertulis Dapat Mengeliminasi Tanggung Jawab Pid&ferdata Jurnal Hukum Kesehatan, Ed.
pertama.2008. HIm.9
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pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedoktanai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya pasal yang berkaitan dengan pelaksamadtik kedokteran yaitu
Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No 29 Tahun 2004aifg Praktik Kedokteran ;
Setiap orang dilarang menggunakan identitas begglar atau bentuk lain yang
menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah pargangkutan adalah dokter atau
dokter gigi yang telah memiliki surat tanda remgist dan/atau surat izin praktik. Ayat
(2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, meatale cara lain dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan lsesdah-olah yang bersangkutan
adalah dokter atau dokter gigi yang telah memsikiat tanda registrasi dan/atau surat
izin praktik. Ayat (3) Ketentuan sebagaimana dinnakpada ayat (1) dan ayat (2)
tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang dibenekangan oleh peraturan perundang-
undangan. Adapun tenaga kesehatan yang dimaksind afimlah perawat, bidan, dan
tenaga kesehatan lain tertentu sesuai dengan kateahdang-undang.

Ketentuan Pasal 73 ayat (3) Undang-undang Nomof&®un 2004 Tentang
Praktik Kedokteran tersebut telah memberikan pguzagi perawat untuk melakukan
tindakan medik jika memenuhi ketentuan Perundargumgan. Berkaitan dengan hal
tersebut dalam Peraturan Menteri Kesehtan Nomo2/Riénkes/Per/X/2011 Tentang
Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteratgrd@asal 23 Ayat (1) menyatakan
“Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpakaatu tindakan kedokteran atau
kedokteran gigi kepada perawat, bidan atau tenageahlatan tertentu lainnya secara
tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran ké&mlokteran gigi”. Selanjutnya
dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239 T@001 Tentang Registrasi dan
Praktik Perawat Pasal 15 huruf d) juga disebutkamuva pelayanan tindakan medik
hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan itertlari dokter. Kecuali dalam
keadaan darurat sebagaimana disebutkan dalam Z#asmlhwasannya dalam keadaan
darurat yang mengancam jiwa seseorang/pasien, get@mvenang untuk melakukan
pelayanan diluar kewenangan sebagaimana disebddtam pasal 15.

Selain daripada itu tugas perawat juga telah dikabudalam Permenkes Nomor
HK.02/Menkes/148/2010 Tentang Izin dan PenyeleraggaPraktik Perawat. Pasal 8
ayat (3) menyebutkan bahwa praktik keperawatatipote pelaksanaan asuhan
keperawatan, pelaksanaan upaya promotif, prevetdif, rehabilitatif. Dari sini dapat
diketahui bahwa tidak ada satupun perundang-undayeya memperbolehkan perawat
melakukan tindakan medis kecuali dalam keadaanratadan atas permintaan dokter
secara tertulis.

Upaya pemberian pelayanan kesehatan berupa tindakals yang dilakukan
oleh perawat sebatas kemampuan yang dimilikinyai. dgabila ditinjau dari batasan
kewenangan dan fungsi sebagai seorang perawat fpadai dependen, perawat
bertindak sebatas membantu dokter untuk membepktayanan medis seperti halnya
pemberian pelayanan pengobatan dan tindakan khyang seharusnya menjadi
wewenang dokter antara lain pemasangan infus, pegmbebat, melakukan suntikan
dan lain-lain. Tindakan tersebut baru dapat dilakuloleh perawat apabila ada
permintaan tertulis dari dokter sebagai bentuknpedihan wewenang kepada perawat
yang bersangkutan. hal ini sebagaimana telah diditlalam peraturan perundang-
undangan yamg berlaku.

Adapun yang menjadi faktor penyebab adanya peraizesal tersebut adalah
karena keterbatasan tenaga dokter yang tersedegaekenaga utama dalam hal
pelayanan kesehatan terkait dengan tindakan midisseperti ini terjadi hampir di
seluruh pusat layanan kesehatan yang ada di Indordsan tetapi pada situasi dan
kondisi tertentu perawat diperbolehkan untuk metakupelayanan kesehatan diluar
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batas kewenangannya, vyaitu dalam keadaan daruragy yaengancam jiwa
seseorang/pasien. Hal ini diatur dalam peraturanng@ng-undangan yaitu pada Pasal
20 ayat (1) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor I288in 2001 Tentang Registrasi
dan Praktik Perawat yang menyebutkan bahwa :
“Dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa sesgipasien, perawat
berwenang untuk melakukan pelayanan kesehatarr é#weenangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15”".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka dalamjalamkan tugas di pusat
pelayanan kesehatan, perawat memerlukan kewaspaglay tinggi dan harus
berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagandgdyukum, meskipun upaya
pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan yakgkditahanya berupa pengobatan
dasar/standar saja, pada dasarnya hal ini juga andngg resiko berat yang tidak
menutup kemungkinan suatu saat bisa terjadi kemalledlalaian dalam tugas, sehingga
perawat yang bersangkutan terpaksa harus berudessgan hukum. Oleh karena itu
permintaan secara tertulis mengenai tindakan nuattisdokter kepada perawat sebagai
bukti pelimpahan wewenang sangatlah diperlukanerarhal ini merupakan sarana
yang dapat dijadikan dasar perlindungan hukum kmegawat dalam melakukan
tindakan medis.

Saat ini permasalahan kesehatan yang dihadapi upclilompleks, upaya
kesehatan belum dapat menjangkau seluruh masyamakskipun Puskesmas telah
ada di setiap kecamatan yang rata-rata ditunjagty tada Puskesmas Pembantu. Hal ini
diakibatkan karena terbatasnya jumlah sumber darausia baik dari aspek kuantitas
maupun kualitasnya. Disamping Puskesmas, yang mleanpunit penting dalam upaya
pelayanan kesehatan adalah Rumah Sakit, baik smastaun pemerintah. Rumah sakit
sebagai pusat rujukan dari unit pelayanan keselsitata pertama adalah salah satu
sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesddggtada masyarakat memiliki
peran yang sangat strategis dalam mempercepat ghetam derajat kesehatan
masyarakat. Oleh karena itu, rumah sakit dituntitiki dapat memberikan pelayanan
yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetagdsandapat menjangkau seluruh
lapisan masyarakat. "Pelayanan kesehatan yang heragalah pelayanan kesehatan
yang dapat memuaskan setiap pemakai jasa layanang sesuai dengan tingkat
kepuasan rata-rata penduduk serta penyelenggaeaaayai dengan standart dan kode
etik profesi yang telah ditetapkan.”

Namun Fenomena yang terjadi pada saat ini adalamyadketidaksesuaian
penerapan kewenangan diantara tenaga kesehat&ndikalangan dokter, bidan dan
perawat. Beberapa hal yang sebenarnya adalah wgvdekéer, tetapi dilakukan oleh
perawat. Menurut aturan, pelimpahan tugas semesebut diperbolehkan, namun pada
dasarnya dalam pelaksanaannya tetap harus sesugand@eraturan yang berlaku,
karena hal ini juga mengandung resiko berat bagawst, yang tidak menutup
kemungkinan suatu saat bisa terjadi kesalahandatal dalam pelaksanaannya,
sehingga petugas yang bersangkutan terpaksa hemusigtan dengan hukum.

3 http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-10680-Paper.pdf diunduh tanggal 9/9/2014 jam
23:40 WIB
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikatasdidapat dirumuskan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perawat dalatakukan tindakan
medis ?
2. Bagaimana Meknisme Pelimpahan Wewenang Dokter Kepadawat dalam
Tindakan Medis ?

C. Tujuan Pendlitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis danjelaskan secara rinci tentang

1. Perlindungan hukum terhadap perawat dalam melakiikdakan medis.
2. Mekanisme pelimpahan wewenang Dokter kepada Perdalam tindakan
medis.

[I. KERANGKA DASAR TEORI

Terdapat 3 teori yang dapat dijadikan landasanlgepada penelitian ini yaitu,
Teori Perlindungan hukum, Teori Kewenangan dan iTRertanggungjawaban. Selain
itu konsep-konsep terkait juga dijelaskan dalangkarmempermudah dan memperjelas
dalam memberikan pemahaman untuk tercapainya typeanlis dalam menganalis
permasalahan sebagaimana dimaksud. Adapun konsspikdersebut antara lain :
Perlindungan hukum, tenaga kesehatan (dokter daawp®, tindakan medis, dan
pelimpahan kewenangan.

1. METODE PENELITIAN

A. JenisPendlitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitiamidig normatif, yaitu
penelitian dengan menggunakan peraturan perundamgtngan. Adapun titik berat
penelitian yuridis normatif sesuai dengan kekhakarakter keilmuan hukum yaitu
terletak pada telaahan atau kajian hukum terhad&pnh positif yang meliputi tiga
lapisan keilmuan hukum yang terdiri atas telaahagnuhatika hukum, teori hukum dan
filsafat hukum.

Pada tataran dogmatika hukum, pengkajiannya dikukerhadap identifikasi
hukum positif, terutama undang-undang. Sedangkda faaran teori hukum dilakukan
pengkajian dengan menggunakan teori-teori yanyaelgang dapat digunakan. Jenis
penelitian ini, merupakan penelitian yuridis noriingang mengkaji secara rinci dan
komprehensif mengenai perlindungan hukum terhaderawat dalam melakukan
tindakan medis. Adapun yang dimaksud dengan “Mefmelelitian hukum normatif
adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk mer@m kebenaran berdasarkan
logika keilmuan hukum dari sisi normatifny@.”

[Imu hukum merupakan ilmu yang memiliki cara kegesendiri dan khas dalam
rangka membantu menyelesaikan permasalahan-peahasahukum yang dihadapi
oleh masyarakat. “Oleh karena itu ilmu hukum dipahsebagai ilmu kaidah (norma)

* Johny Ibrahim,Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatet |, Bayumedia Publishing,
Malang, 2005 HIm 47
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merupakan ilmu yang menelaah hukum sebagai kaadai sistem kaidah-kaidah,
dengan dogmatik hukum atau sistematik hukum sedemikupa sehingga dapat
dipahami dengan jelas hukum sebagai iimu kaiddtS&bagai ilmu normologis, iimu
hukum normatif berhubungan langsung dengan prdkikum yang menyangkut dua
aspek utama yaitu tentang pembentukan hukum daeragean hukum®

“Menurut Morris L. Cohen sebagaimana dikutip olette? Mahmud M dalam
bukunya menyebutkan bahwagal Research is the process of finding the laat th
governs activities in human societ{fPenelitian hukum adalah proses menemukan
hukum yang mengatur kegiatan dalam masyarakat rigrilis

B. Pendekatan Masalah

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian hu#teangan demikian akan
diperoleh informasi dari berbagai aspek mengenanasalahan yang sedang dicari
jawabnya.

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam pandiiikum adalah :

a. Pendekatan undang-undang8tatute Approagh

b. Pendekatan Kasu€ése Approach

c. Pendekatan HistorisHistorical Approach,

d. Pendekatan KomparatifGomparative Approaghdan

e. Pendekatan Konseptu&¢nseptual Approact)

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam pemdhiizadalah Pendekatan
Perundang-undangan Statute approadh Pendekatan Konseptual Cdnceptual
approacl), dan Pendekatan Perbandinga@orfparative approagh Pendekatan
perundang-undangarstatute approachdilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang
mengatur tentang pelimpahan kewenangan dokter kepetawat sebagai dasar
perlindungan hukum terhadap perawat dalam melaktikdakan medis. Pendekatan
konsep Conceptual approagh digunakan untuk memahami konsep-konsep
perlindungan hukum terhadap perawat dalam melakukatakan medis, sehingga
diharapkan penormaan dalam aturan hukum, tidaknt@gnungkinkan ada pemahaman
yang membingungkan dan kabur bagi dokter dan péraalzagai mitra kerja dalam
melakukan tugas dan fungsinya. Sedangkan pendekatdrandingan Gomparative
approacl) dilakukan dalam skala mikro yaitu untuk melihaghimana Negara lain
mengatur tentang perlindungan hukum terhadap tekagehatan khususnya perawat
sebagai pelaksana pelimpahan kewenangan dokten daklakukan tindakan medis.
Masukan dari bahan hukum Negara lain akan mengtar analisis terhadap apa yang
sama dan apa yang mungkin berbeda dalam penorsezagaimana yang diatur oleh
Negara Indonesia berkaitan dengan hal tersebwsdiat

C. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan permasalahan hukum dan membepigtamjuk mengenai
segala sesuatu dalam penelitian hukum maka digarligumber-sumber penelitian.
“Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakanadesumber-sumber penelitian

® Ibid, HIm 45

® Ibid, HIm 46-47.

" Morris L. Cohen dalam Peter MahmudPénelitian HukumCet 6, Kencana Prenada Media
Group, Jakarta, 2010, (selanjutnya disebut Pesdrmvud M 1), Him 29.

8 peter Mahmud MPenelitian HukumCet I, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2005,selanjutnya disebut Peter Mahmud M II, HIm 93
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yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahamhatkam sekunder’Penelitian

hukum berikut ini adalah berdasarkan atas adankabkean norma/hukum berkaitan

dengan permasalahan penelitian, selanjutnya didpégkajian menggunakan sumber-
sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunddvalzan non hukum.

Adapun bahan-bahan hukum sebagaimana dimaksudeas#ddagai berikut :

a. “Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yangifaemutoritatif artinya
mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer teddiri perundang-undangan,
catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembupgsandang-undangan dan
putusan-putusan hakim®

Berikut adalah bahan-bahan hukum primer yang dikamalalam penelitian ini
yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TaBd5.

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang PrakditoKteran.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Kepeeawat

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang PeraReamdang-undangan.

6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumait Sak

7. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

8. Singapore Nursing Board : Code Of Ethics And Pitesgal Conduct.

9. Singapore Medical Council Ethical Code And EthiGalidelines.

10. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 TentanggeeKesehatan.

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1239/Menkes/SkDRil Tentang Registrasi
dan Praktik Perawat

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02/Menkes20) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Taldd3 Zentang ljin dan
Penyelenggaraan Praktik Perawat.

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/P2014 Tentang Izin Praktik
dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran.

b. “Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mekamepenjelasan terhadap
bahan hukum primer, yaitu meliputi buku-buku, Bierr, makalah, tesis, skripsi, dan
bahan-bahan hukum tertulis lainnya yang berhubundangan permasalahan
penelitian.*! Disamping itu, juga dipergunakan bahan-bahan hukany diperoleh
melalui electronic researchyaitu melalui internet dengan jalan mengcopy
(download bahan hukum yang diperlukan. “Keunggulan dalamggenaan ataupun
pemakaian internet antara lain efisien, tanpa b@dkoutboundry, terbuka 24 jam
(24 hours onling, interaktif dan terjalin dalam sekejapyperlink.”*?

c. Bahan non hukum, yaitu bahan yang diperoleh dail m@awancara tidak terstruktur
dengan tenaga ahli bidang kesehatan.

D. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studugigkaan dan ditunjang
dengan wawancara tidak terstruktur dengan tenagabatang kesehatan, “Bahan
hukum yang diperolehnya diinventarisasi dan diifikasi kemudian dilakukan
pengklasifikasian bahan-bahan sejenis, mencatatntamgolahnya secara sistematis

® Peter Mahmud M I.oc. CitHIm 140.

1%1bid, HIm 141.

! peter Mahmud MPenelitian HukumCetakan ke-IV, Kencana, Jakarta, 2008 Selanjutnya
disebut Peter Mahmud M I1I, HIm 141.

2 Budi Agus RiswandiHukum InternetUll Press, Yogyakarta, 2003 HIm 325.
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sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitfiiujuan dari teknik dokumentasi ini
adalah untuk mencari konsepsi-konsepsi, teoristguendapat-pendapat, penemuan-
penemuan yang berhubungan dengan permasalahaitipenél

E. AnalisisBahan Hukum

Dari bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalamepian ini, baik bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan mdaum, dilakukan
pengolahan secara deduktif yakni menarik kesinmpdiri suatu permasalahan yang
bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yahgddipi. Selanjutnya dianalisis
dengan menggunakan teknik deskripsi, interpretasgumentasi dan legal reasoning.
Pengertian dari masing-masing teknik analisis dsudkadalah sebagai berikut :

a. Teknik deskripsi, adalah uraian apa adanya terhaslagtu kondisi atau
proposisi-proposisi hukum maupun non hukum.

b. Teknik interpretasi, adalah penggunaan jenis-jgmenafsiran dalam ilmu
hukum, terutama penafsiran kontekstualnya.

c. Teknik argumentasi, yaitu penilaian yang didasargada alasan-alasan yang
bersifat penalaran hukum.

d. Teknik legal reasoning, yaitu penalaran tentanguhukuntuk mencari dasar
hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa huklam memasukkannya ke
dalam peraturan hukum yang ada.

Hal ini dilakukan untuk mengetahui adanya perligam hukum terhadap
perawat serta mekanisme pelimpahan kewenanganrditdtan tindakan medis secara
jelas, sehingga dapat membantu sebagai dasar demapertimbangan hukum yang
berguna dalam penyesuaian penyusunan perundanggardaterkait pelaksanaan
tindakan medis secara jelas dan tepat.

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Perawat dalam Melakukan Tindakan Medis

Perawat sebagai tenaga profesional bertanggung bjadan berwenang
memberikan pelayanan keperawanan secara mandirbef&olaborasi dengan tenaga
kesehatan sesuai dengan kewenangannya, terutakaat téengan lingkup praktik
perawat. Praktik keperawatan adalah tindakan mapéirawat profesional melalui
kerjasama (kolaborasi) dengan pasien dan tenaghatas lainnya dalam memberikan
asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang danguaggjawabnya. Lingkup
kewenangan perawat dalam praktik keperawatan pooi@smeliputi sistem Kklien
(individu, keluarga, kelompok khusus dan masyajaketik dalam keadaan sehat
ataupun sakit.

Berkaitan dengan penerapan praktik keperawatanehwetrs perlu adanya
perundang-undangan (legislasi) yang mengatur ngnkeak dan kewajiban perawat
terkait dengan tugas profesinya. Legislasi dimakaod untuk memberikan
perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pendayaman, dan perawat sebagai
pemberi layanan. Dalam rangka perlindungan hukumsel®t, perawat perlu
diregistrasi, disertifikasi dan memperoleh ijin kirl (lisensi).

13 Sunaryati Hartond?enelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad &umni, Bandung,
1994 Selanjutnya disebut Sunaryati Hartono II, HB0.

14 Romy Hanitidjo Soemitrdyletodelogi Penelitian Hukum dan YurimetBhalia Indonesia,
Jakarta, 1988 Him. 98.
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Adapun dalam rangka memberikan perlindungan hukagi lperawat dalam
menjalankan praktik keperawatan Pemerintah tela&mgeluarkan keputusan yang
mengatur mengenai hal tersebut, yaitu Keputusan tévierKesehatan Nomor
1239/Menkes/Sk/Xi/2001 Tentang Registrasi dan ixdkérawat. Ketetapan ini perlu
dijabarkan lebih lanjut, maka Direktorat Pelayam@@perawatan bekerjasama dengan
Bagian Humas Departemen Kesehatan dan organisasesprPersatuan Perawat
Nasional Indonesia (PPNI) menyusun petunjuk pelsaa keputusan menteri
kesehatan tersebut yang meliputi, hak, kewajibarmvawvenang, tindakan keperawatan,
persyaratan praktik keperawatan, mekanisme pembutaa pengawasan.

Registrasi adalah suatu kegiatan pencatatan y#dgiklan pertama kali pada saat
melakukan pendaftaran. Regulasi keperawatan dakminh regristrasi dan praktik
keperawatan, adalah kebijakan atau ketentuan ya@ggatur profesi keperawatan
dalam melaksanakan tugas profesinya yang berkaleargan hak dan kewajiban.
Registrasi merupakan pencantuman nama seseorangnfdamasi lain pada badan
resmi baik milik pemerintah maupun non pemerinBerawat yang telah terdaftar
diizinkan memakai sebutaegistered nurseUntuk dapat terdaftar, perawat harus telah
menyelesaikan pendidikan keperawatan dan lulus djéi badan pendaftaran dengan
nilai yang diterima. Izin praktik maupun registrasirus selalu diperbaharui setiap satu
atau dua tahun atau sesuai dengan ketentuan pergfamg berlaku.

Undang-Undang praktik keperawatan sudah lama mebgthn diskusi para
perawat. PPNI pada kongres Nasional keduanya dab@ya tahun 1980 mulai
merekomendasikan perlunya bahan-bahan perundaragpgand untuk perlindungan
hukum bagi tenaga keperawatan. Tidak adanya undaggnrg perlindungan bagi
perawat pada saat itu menyebabkan perawat secaudh felum dapat bertanggung
jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan. Tmgnpadih antara tugas dokter
dan perawat masih sering terjadi dan beberapa peravusan pendidikan tinggi
merasa frustasi karena tidak adanya kejelasan nigntperan, fungsi dan
kewenangannya. Hal ini juga menyebabkan semua pedianggap sama pengetahuan
dan ketrampilannya, tanpa memperhatikan latar balgaklmiah yang mereka miliki.
Akan tetapi saat ini perawat sudah boleh merashabagia. Sebab undang-undang
yang selama ini diharapkan tersebut telah resmah#éen oleh Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) pada tanggal 25 oktober tahun 2014gatemama Undang-Undang
Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan.

Dalam masa transisi profesional keperawatan dirledia, sistem pemberian izin
praktik dan registrasi sudah saatnya segera diwajudntuk semua perawat baik bagi
lulusan SPK, Akademi, Sarjana Keperawatan maupogr&m Master Keperawatan
dengan lingkup praktik sesuai dengan kompetensingriasasing. Adapun pengaturan
mengenai praktik perawat dilakukan melalui Keputuséenteri Kesehatan Nomor
1239 Tahun 2001 Tentang Registrasi dan Praktikwrayaitu setiap perawat yang
melakukan praktik di unit pelayanan kesehatan mgémerintah maupun swasta
diharuskan memiliki Surat Izin Perawat (SIP), Sur Kerja (SIK), dan Surat ljin
Praktik Perawat (SIPP). Pengawasan dan pembinaaadtp praktik pribadi perawat
dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkatpprsi, kabupaten sampai ke tingkat
puskesmas.

Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Menteri hidtse Nomor 1239
Tahun 2001 Tentang Registrasi dan Praktik PeraasalPL ayat (2,3,4 dan 5) adalah
sebagai berikut :

1. Ayat (2) Surat ljin Perawat selanjutnya disebut @idRalah suatu bukti tertulis
pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjagrer&eatan diseluruh
wilayah Indonesia.
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2. Ayat (3) Surat Izin Kerja selanjutnya disebut Slidak®h bukti tertulis yang
diberikan perawat untuk melakukan praktik keperawatlisarana pelayanan
kesehatan.

3. Ayat (4) Surat ljin Praktik Perawat selanjutnyaethst SIPP adalah bukti tertulis
yang diberikan kepada perawat untuk menjalankan ktigra perawat
perorangan/bekelompok.

4. Ayat (5) Standar Profesi adalah pedoman yang rdipgsgunakan sebagai petunjuk
dalam menjalankan profesi secara baik.

Sedangkan yang berkaitan dengan praktik perawabuliskan dalam Pasal (21,
22, dan 23) sebagai berikut :
Pasal 21

1. Perawat yang menjalankan praktik perorangan harescantumkan SIP diruang
praktiknya.

2. Perawat yang menjalankan praktik perorangan tidakrldolenkan memasang
papan praktik.

Pasal 22

1. Perawat yang memiliki SIPP dapat melakukan asulkgerawatan dalam bentuk
kunjungan rumah.

2. Perawat dalam melakukan asuhan keperawatan dalatmkbekunjungan rumah
harus membawa perlengkapan perawatan sesuai kelnutuh

Pasal 23

1. Perawat dalam menjalankan praktik perorangan seguraurangnya memenubhi

persyaratan :

a. memiliki tempat praktik yang memenuhi syarat kesaina

b. memiliki perlengkapan untuk tindakan asuhan kepatamwmaupun kunjungan
rumah;

c. memiliki perlengkapan administrasi yang meliputkbby catatan kunjungan,
formulir atatan tindakan asuhan keperawatan sertaulir rujukan;

2. persyaratan perlengkapan sebagaimana dimaksud gyeda(l) sesuai dengan
standar perlengkapan asuhan keperawatan yangpidetaleh organisasi profesi.
Selain dari peraturan perundang-undangan sebagaiteesebut diatas berbagai

peraturan perundang-undangan yang berkaitan denggaksanaan pemberian
pelayanan kesehatan kepada masyarakat telah #@etapleh pemerintah, hal ini

merupakan bentuk upaya pemberian perlindungan hukweventif bagi tenaga

kesehatan sebagaimana di kemukakan oleh Philipdsdijon yang mengatakan bahwa
tujuan perlindungan hukum preventif adalah untukncegah terjadinya sengketa.
Sedangkan yang berkaitan dengan perlindungan hu&prasif pemerintah juga sudah
menerapkannya melalui peradilan umum dalam hayglesaian sengketa medis baik
yang dilakukan oleh perawat ataupun dokter karermngdap telah melakukan

malpraktik.

B. Mekanisme Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Perawat dalam Tindakan
Medis

Hubungan hukum antara perawat dengan dokter tegmdna adanya pelimpahan
wewenang tindakan medis yang diberikan oleh doldepada perawat. Tenaga
keperawatan tidak dapat menentukan keputusan sdatim hal pelaksanaan tindakan
medis, akan tetapi harus ada pendelegasian dagdemedis. Sedangkan orientasi
tindakan yang dilakukan oleh perawat adalah tinddegperawatan.
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Pada hakekatnya tenaga medis dan tenaga keperaaddéah merupakan dua
komponen penting yang tidak dapat dipisahkan dalgramya pemberian pelayanan
kesehatan bagi masyarakat. Oleh karena dalam pek&s tugasnya kedua profesi
tersebut saling membutuhkan satu sama lain. Dakkerfa di Rumah Sakit perawat
dan dokter memiliki kewajiban masing-masing. Adapgtewajiban utama perawat
adalah melakukan asuhan keperawatan kepada paseni slengan standar profesi
yang melekat pada dirinya. “Pelimpahan wewenamgle@ation of authoriy
menyebabkan perubahan tanggungjawab dokteecafious liability menjadi
tanggungjawab perawatérsonal liability).”*

Dasar hukum yang mengatur tentang pelimpahan wewemmkter kepada
perawat sebagaimana disebutkan dalam Peraturan eMeKtesehatan Nomor
2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang lzin Praktik danaksdnaan Praktik Kedokteran
adalah sebagai berikut :

Pasal 23

(1) Dokter atau dokter gigi dapat memberikan pelimpataratu tindakan
kedokteran atau kedokteran gigi kepada perawagnbatau tenaga kesehatan
tertentu lainnya secara tertulis dalam melaksanaiatakan kedokteran atau
kedokteran gigi.

(2) Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaindanaksud pada ayat (1)
hanya dapat dilakukan dalam keadaan di mana tdrdapaituhan pelayanan
yang melebihi ketersediaan dokter atau dokter gigifasilitas pelayanan
tersebut.

(3) Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada(&yatilakukan dengan
ketentuan:

a. tindakan yang dilimpahkan termasuk dalam kemampilen keterampilan

yang telah dimiliki oleh penerima pelimpahan;

b. pelaksanaan tindakan yang dilimpahkan tetap di bgvemgawasan pemberi

pelimpahan;

c. pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab atdakan yang dilimpahkan

sepanjang pelaksanaan tindakan sesuai dengan pelmyang diberikan;

d. tindakan yang dilimpahkan tidak termasuk mengankaputusan Klinis

sebagai dasar pelaksanaan tindakan; dan

e. tindakan yang dilimpahkan tidak bersifat terus nnes.e

Menurut jenie dalam makalah penataran hukum perngatang berbagai aspek
yuridis didalam dan disekitar perjanjian penyembulfgansaksi terapeutik) suatu
tinjauan keperdataan. 1995 sebagaimana dikutip ©tdep T dan Yulia F disebutkan
bahwa :

“lika perawat membantu dokter dalam melakukan pelap kesehatan dapat
melakukan dua macam tindakan yaitu :

(1) Tindakan keperawatan
Tindakan keperawatan ini dilakukan berdasarkan dstanprofesinya dan
merupakan suatu peran yang bersifat mandiri.jaiinddal ini perawat tidak
ada dibawah perintah dokter.

(2) Tindakan medis
Tindakan medis dilakukan dibawah pengawasan doEebenarnya tindakan
edis bukan wewenang seorang perawat, akan tetdplath keadaan tertentu
beberapa kegiatan diagnostik dan tindakan medilatddpimpahkan kepada
perawat atau surpervisi dari dokter yang bersamgkuDidalam hal adanya

15 Cecep T dan Yulia Bp Cit, Him 60.
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pelimpahan wewenang ini tanggugjawab utama tetap patla dokter yang

memberikan perintah, sedangkan perawat hanya mempuanggungjawab

sebagai pelaksana. Pelimpahan ini hanya dapatsdiiakan apabila perawat

tersebut telah memiliki pendidikan dan kompetemsigycukup untuk menerima

pelimpahan tersebut. Pelimpahan wewenang ini mehgenmakna, bahwa :

a. Dokter secara moral dan yuridis bertanggungjawas &nhdakan-tindakan
perawat yang dilakukan atas dasar sumpahnya.

b. Dokter harus mengawasi tindakan-tindakan yang diak perawat dan
harus mengakui apa yang dilakukan perawat itu benar

c. Dokter harus mampu memberikan petunjuk apabila weramelakukan
kesalahan.

d. Dokter hanya boleh mempercayakan hal-hal yang ménpendidikan
keperawatan mampu dan cakap dilakukan oleh perawat.

e. Dokter mendidik perawat agar mampu memberikan mé&s yang benar
kepada pasien®

Secara yuridis dan moral pelimpahan wewenang ddigépada perawat akan
menimbulkan beban tanggungjawab kepada dokter aelpaggnberi limpah dan juga
perawat sebagai penerima limpah, apabila tindakaug ylilakukan oleh perawat tidak
sesuai dengan instruksi dokter. Adapun dalam hahbpeian delegasi/pelimpahan
wewenang yang dilakukan dokter kepada perawat hamamenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:

1. Penegakan diagnosa, penentuan terapi, serta panantlikasi harus diputuskan
oleh dokter sendiri. Pengambilan keputusan oleheddilak dapat didelegasikan.

2. Delegasi tindakan medis hanya diperbolehkan jiketetotersebut sudah yakin
bahwa perawat yang menerima delegasi itu sudah mamglaksanakan tugas
dengan baik.

3. Pendelegasian itu harus dilakukan secara tertetimasuk instruksi yang jelas
mengenai pelaksanaannya, bagaimana bertindak iikbult komplikasi dan
sebagainya.

4. Harus ada bimbingan dan pengawasan medis padaspetdnnya. Pengawasan
tersebut bergantung pada tindakan yang dilakukan.

5. Orang yang didelegasikan berhak menolak apabilanéggasa tidak mampu
melakukan tindakan medis tersebt.

Pelimpahan wewenang dengan cara delegasi atau msettarusnya dilakukan
secara tertulis melalui surat pelimpahan wewenéfay.ini menunjukkan bahwa ada
hubungan hukum yang lahir dari perikatan yang mbuolkan hak dan kewajiban bagi
perawat dan dokter sebagai pemberi wewenang. Peaggwewenang ini tidak boleh
merugikan pihak lain, dan apabila timbul kerugiaalach pelimpahan wewenang
melalui mandat, maka dokter yang bertanggung jaediadap kerugian dan kelalaian
yang ditimbulkan oleh perawat yang diberikan wevngngersebut. Hal ini dikarenakan
dalam pelimpahan wewenang tindakan medis tanggawglj utama tetap ada pada
dokter yang memberi perintah, sedangkan perawatahbartanggung jawab sebagai
pelaksana. Berbeda dengan pelimpahan wewenangume&égasi, tanggung jawab
terhadap kerugian dan kerugian yang timbul akileatlgerian delegasi ditanggung oleh
perawat penerima pelimpahan wewenang.

Selama ini terjadi kekeliruan pemahaman mengenenpahan wewenang dalam
memberikan pelayanan kesehatan. Pelimpahan weweln@aitami sebagai pelimpahan
dari dokter kepada perawat dalam upaya pelayarsehltan dan perawat mengerjakan

18 |bid HIm 62-63.
7 Ibid, HIm 63.
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tugas dokter untuk melakukan tindakan medis tartel@n perawat tidak memikul
beban tanggung jawab dan tanggung gugat atas kerygng timbul dalam pelayanan
kesehatan tersebut. Dengan demikian berdasarkan kemwenangan sebagaimana
dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, bahwa kewemanigu diperoleh melalui tiga
sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewgan atribusi lazimnya digariskan
melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undangdgndaasar, sedangkan
kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangany Yserasal dari
pelimpahan. Sedangkan mandat bukan merupakan @#lanpvewenang seperti halnya
delegasi. Mandat tidak ada sama sekali pengakaarpangalihtanganan kewenangan.

Tindakan medis oleh perawat pada pelayanan kesetlatamah sakit termasuk
wewenang yang diperoleh karena delegasi ataupudahanal ini disebabkan pertama,
apabila perawat melakukan tindakan medis seperig y@dikehendaki dokter, maka
perawat tidak dapat tidak memikul beban tanggungplfadan tanggung gugat atas
segala akibat yang merugikan yang muncul kemudd{adua, perawat sebagai tenaga
profesional mempunyai tingkat pendidikan sehinggawenang yang dimilikinya
mempunyai kedudukan yang setara dengan tenaga ikedisa wewenang tersebut
didapatkan sesuai bidang keilmuan dan kompetenskgaga, tindakan medis yang
dilakukan oleh perawat bersifat insidental, hanjyakdkan ketika dokter menghendaki
dan apabila tidak dikehendaki maka dokter akan kn&knnya sendiri. Keempat,
belum ditemukan ketentuan peraturan perundangatukregislatif yang memberikan
wewenang kepada perawat untuk melakukan tindakafisnertentu, kecuali dalam
keadaan darurat.

Berkaitan dengan pelimpahan wewenang tindakan m&etiara delegasi dan
mandat telah diatur dalam ketentuan Undang-Undamgadd 38 Tahun 2014 Tentang
Keperawatan Pasal 32 sebagai berikut :

Ayat (2) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksadh payat (1) dapat
dilakukan secara delegatif atau mandat.

Ayat (3) Pelimpahan wewenang secara delegatif unmtalakukan sesuatu tindakan
medis diberikan oleh tenaga medis kepada Peravestgath disertai
pelimpahan tanggung jawab.

Ayat (4) Pelimpahan wewenang secara delegatif seimama dimaksud pada ayat
(3) hanya dapat diberikan kepada Perawat profasi Rerawat vokasi terlatih
yang memiliki kompetensi yang diperlukan.

Ayat (5) Pelimpahan wewenang secara mandat dibveokeh tenaga medis kepada
Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan mediavdalb pengawasan.

Ayat (6) Tanggung jawab atas tindakan medis padiempahan wewenang mandat
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada padaepempelimpahan
wewenang.

Adapun dalam penjelasan undang-undang tersebuta pgat (4) disebutkan
bahwa tindakan medis yang dapat dilimpahkan sedal@gatif, antara lain adalah
menyuntik, memasang infus, dan memberikan imungasar sesuai dengan program
pemerintah. Ayat (5) tindakan medis yang dapainghiihkan secara mandat, antara lain
adalah pemberian terapi parenteral dan penjahikan

Jadi pada dasarnya tidak semua perawat dapat kdibepelimpahan wewenang
untuk melakukan tindakan medis dan tidak semuas jdmdakan medis dapat
dilimpahkan kepada perawat sesuai dengan ketenindang-undang. Pelimpahan
wewenang hanya dapat diberikan menurut jenis pergwsendiri, yaitu yang memiliki
kemampuan untuk melakukan tindakan medis terséfdpun perawat yang dapat
diberikan pelimpahan wewenang untuk melakukan kadamedis tertentu adalah
perawat profesi dan perawat vokasi yang sudahiterla
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V. PENUTUP
A. Kesmpulan

Setelah ditetapkannya peraturan perundang-undaggag mengatur bidang
kesehatan, maka hal itu telah memberikan perlingifgkum preventif baik kepada
pasien maupun tenaga kesehatan. Adapun bentukhgaerian hukum represifnya
adalah apabila terdapat unsur kesengajaan dargadekesehatan dalam melakukan
tindakan medis sehingga menimbulkan kerugian bagiep, maka tenaga kesehatan
yang bersangkutan dapat dipidana, sedangkan apkhiena kelalaiannya maka
penyelesaian sengketanya melalui mediasi atau gugatrdata.

Berkaitan dengan mekanisme pemberian pelimpaharemsavg tindakan medis
oleh dokter kepada perawat menurut peraturan pangadndangan harus dilakukan
secara tertulis baik secara delegasi ataupun mahdatni untuk lebih memperjelas
penerapan peran dan fungsi dari tenaga kesehatgnbgasangkutan serta memberikan
perlindungan hukum bagi masing-masing tenaga késelapabila suatu saat terjadi
kelalaian dalam tugas. Akan tetapi kenyataan darigan hal tersebut sampai saat ini
belum dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya.

B. Saran

Untuk mencegah terjadinya sengketa dan tuntutaorhuknaka tenaga kesehatan
khususnya dokter dan perawat harus selalu sadavabdhlam melaksanakan tugas
perofesinya ia harus mematuhi etika profesi, stapdafesinya masing-masing, dan
aturan hukum yang berlaku serta selalu meningkatkamu pengetahuan dan
keterampiannya dalam bidang kesehatan sesuai dgmgéesinya, sehingga kualitas
pelayanan kesehatan juga dapat ditingkatkan.

Penerapan prosedur pelimpahan wewenang dokter &epawat harus jelas
prosedur dan format pelimpahannya dan dilakukanasetengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, agar perawat agbalgksana tugas limpah dalam
melakukan tindakan medis tidak merasa ketakutanrdgun-ragu lagi, dan memiliki
kekuatan hukum sebagai salah satu bentuk perlirsyrsghingga ia dapat menjalankan
tugas profesinya dengan baik.
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